BABII
WALI DALAM PERKAWINAN HUKUM ISLAM

A. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Kata perwalian atau wali berasal dari Bahasa Arab yaitu (),

yang berarti pemilik kekuasaan.'! Secara bahasa, wali bisa berarti
pelindung, bisa juga berarti pertolongan (nusrah), bisa juga berarti
kekuasaan (su/fan) dan kekuatan (qua’mb).2 Ini berarti, seorang wali
adalah orang yang menolong atau orang yang memliki kekuasaan.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana
pendapat fugaha’ yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan
dari orang (yang di bawah perwaliannya).’ Di sisi lain, wali juga
mempunyai banyak arti, antara lain:*

a. Orang yang menurut hukum (agama) diserahi kewajiban mengurus

anak yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

"' Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhi, Abdul Hayie al-Khatani, et al., Jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 178.

% Abdul Mudjieb, et al., Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

* Hasan Muarif Ambary, et al., Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 243.

* Abdul Rohman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.
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b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

c. Orang saleh (suci), atau penyebar agama.

d. Kepala pemerintahan.

Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah
suatu kekuasaan atau wewenang shar‘ atas segolongan manusia, yang
dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu
pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.” Sedangkan
kaitannya dengan perkawinan, Madhhab Shafi‘i mendefinisikan wali
adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di
bawah perwaliaannya.’

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam
akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan
oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili
oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.”
‘Abdurrahman al-Jaziri di dalam karyanya al-Figh ‘ala Madhahibil ar-

Ba‘ah mendefinisikan wali sebagai berikut:

@
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Artinya: “Wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya
sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali”.

> Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

® Muhammad Husein Bin Ma’ud, Al-Tahdhib Fi Fighil Al-Imam Ash-Shati’r, Jilid V, (Beirut: Dar
al-Kutub Al-Ilmiah, 2010), 255-256.

? Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab ..., 50.

8 < Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ala Madhahibil Ar-ba‘ah, Juz IV, (Mesir: t.p., 1969), 26.
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Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas,
sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda,
bahwa antara ulama‘ yang satu dengan lainnya sebagian melihat
pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain

mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan.

2. Dasar Hukum Adanya Wali
Menurut jumhur ulama‘ keberadaan wali dalam sebuah
perkawinan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur’an dan hadith. Dasar
hukum dari adanya wali di dalam perkawinan diantaranya adalah firman
Allah swt. berikut:

Surat al-Baqgarah ayat 232, yang berbunyi:
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beiman di

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui’”.

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh

suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan

? Perpustakaan Nasional RI, a/-Qur’an dan TafSirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 335-336.
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suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di
kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam
ayat ini ditujukan kepada wali. Dengan mempelajari sebab-sebab
turunnya ayat ini (asbab an-nuzul), diriwayatkan bahwa Ma’qil Ibn Yasar
tentunya tidak akan dapat menghalang-halangi pernikahan saudara
perempuannya, andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan untuk
menikahkannya, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara
vvanitanya.10

Surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-

Nya lagi maha mengetahui’.
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Selain nash al-Qur’an di atas, ada beberapa hadith Nabi yang

menyatakan tentang adanya wali di dalam perkawinan, yaitu:
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Artinya: “Muhammad bin Qudamah bi ‘Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad
bererita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari

' Qamaruddin Saleh, Asbabun Nuzil, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 78.
""M. Quraish Shihab, al/-Qur’an dan Maknanya, (Tanggerang: Lentera Hati, 2010), 354.
2 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, (Riyad: Darussalam, 2008), 1376. Hadith nomor

2085.
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Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammmad saw.
bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali”.
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Artinya: “Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan
kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari ‘Urwah
dari ‘Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan
yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal
(diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli
perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mabhar.
Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali
bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.
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Artinya: “Jamil bin Hasan al-Ataki, Muhammad bin Marwan al-‘Uqaili
dan Hisyam bin Hasan menceritakan kepada kami dari
Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi
Muhammad saw. bersabda: tidak boleh seorang perempuan
menikahkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang
perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya
perempuan zina adalah seorang perempuan yang menikahkan

dirinya sendiri”.

Dari ketiga hadith di atas, walaupun redaksinya berbeda namun
semua menunjukkan bahwa keberadaan seorang wali di dalam perkawinan

adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada

wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan

" Ibid. Hadith nomor 2083.
' Tbn Majah, Sunan Ibn Majah, (Riyad: Darussalam, 2008), 2589. Hadith nomor 1882.
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seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya
sendiri.
3. Peran Wali dalam Perkawinan
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya, yakni apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya
tidak sah. Hal ini, sejalan dengan hadith Nabi saw. yang diriwayatkan

oleh ‘Aishah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.
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Artinya: “Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan
kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari ‘Urwah

dari ‘Aishah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan

yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal
(diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli
perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mabhar.

Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali
bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.

Dan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:
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Artinya: “Ali bin Muhammad bin Hisyam Biroz dan Ja’far Muthiriy
berkata: ’Isa bin Abi Harbin, Yahya bin Abi Bakir, *Adi bin

!> Ali bin Umar Daruqutni, Sunan Daruqutni, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 136.
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Fadil, dari ’Abdullah bin Umar bin Khosim, dari Sa’id bin Jabir,

dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak sah

pernikahan tanpa disertai wali dan dua orang saksi yang adil”.

At-Tirmidzi menambahkan: “Bahwa para ulama dari kalangan
sahabat Nabi saw. seperti Umar bin Khattab, ‘Ali bin Abi Tolib, Ibnu
Abbas, Abu Hurairah, dan lainnya berpegangan pada hadith ini. Demikian
pula dengan para fuqaha dari kalangan tabi’in, dimana mereka
mengatakan: “pernikahan tidak sah tanpa adanya wali”. Diantara mereka
itu terdapat Sa’id bin Musayyad, Hasan Basari, Shuraih, Ibrahim An-
Nakha‘i, Umar bin ‘Abdul Aziz, dan lainnya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri,
Al-Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Shafi’i, Ahmad dan Ishak. Wali
dimaksud adalah ayah kandung, kakek, saudara, paman, dan putra paman
meskipun hubungannya jauh. Akan tetapi, hubungan yang lebih dekat
adalah lebih diutamakan.

Dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh
melaksanakan pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain,
tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan
seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang
melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali) maka akad nikahnya batal.

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih.'®

' Syekh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Abdul Ghofar EM, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998),

48.
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Demikian itu, sangatlah jelas menandakan bahwa peranan wali
begitu penting di dalam sebuah perkawinan sehingga wali dikategorikan

sebagai rukun nikah.

4. Macam-macam Wali
Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi empat macam, yaitu:
wali nasab, wali hakim, wali muhakkam, dan wali maula.
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad
pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan
darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.'’
Jumhur ulama’ yang terdiri dari Shafi‘iyah, Hanabilah,
Zhairiyah, dan Shi‘ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua
bagian yaitu:'®
Pertama: wali dekat atau wali agrab yaitu ayah dan kalau
tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan
mutlak kepada anak perempuan yang masih muda yang di dalam
pengampuannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta
persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali
mujbir. Kedua: wali jauh atau wali ab‘ad yaitu wali dalam garis

kerabat selain dari ayah dan kakek.

' Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figh Madzhab Shafi‘i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), 274.

'S Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh dan Undang-Undang
Perkawinan, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), 75.
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Berkenaan dengan tertib urutan yang berhak menjadi wali
nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Namun,
mengenai posisi kakek dan anak, terdapat perbedaan (ikhAtilaf)
dikalangan ulama fikih. Ada sebagian ulama yang mengutamakan
kakek, dan sebagian yang lain lebih mengutamakan anak, untuk
rinciannya sebagaimana penjelasan berikut:

1) Menurut Hanafiyah
a) Anak, cucu ke bawah,;
b) Ayah, kakek ke atas;
¢) Saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya ke bawah;
d) Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya ke bawah,;
e) Orang yang memerdekakan;
f) Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabiyah); dan
g) Sulthan atau wakilnya.
2) Menurut Malikiyah
a) Anak, cucu ke bawah;
b) Ayah;
¢) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak
saudara seayah;
d) Kakek;
e) Paman seayah, anak paman seayah;
f) Paman kakek, anak paman kakek;

g) Orang yang memerdekakan, beserta keturunannya;
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h) Orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga
akil-baligh;
i) Hakim; dan
j) Semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).
3) Menurut Shafi‘iyah
a) Ayah, kakek ke atas;
b) Saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak
saudara seayah;
¢) Paman;
d) Keturunan lainnya (seperti hukum waris);
e) Orang yang memerdekakan, keturunannya;
f) Sulthan.
4) Menurut Habilah
a) Ayah;
b) Kakek ke atas;
¢) Anak, cucu ke bawah;
d) Saudara kandung;
e) Saudara seayah;
f) Anak saudara ke bawah;
g) Paman kandung, anak paman kandung ke bawah,;
h) Paman seayah, anak paman seayah ke bawah;
i) Orang yang memerdekakan; dan

j) Sulthan.
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Ada empat kelompok wali nasab yang sesuai tingkatannya
harus didahulukan, sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) KHI
(Kompilasi Hukum Islam) berikut:"

1) Kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak
ayah dan seterusnya;

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dari keeempat kelompok tersebut, selanjutnya pada pasal 21
ayat (2,3,4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan kelompok siapa
saja yang secara bersamaan paling berhak untuk menjadi wali nikah
bagi calon perempuan, yaitu:*

1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kerabatannya dengan

calon mempelai wanita (pasal 21 ayat 2 KHI).

' Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani
Perss, 1994), 83.
20 Udung Abdul Hamid, Figih Kompilasi, (Madiun: t.p., 1996), 34.
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2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka
yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari
kerabat yang hanya seayah (pasal 21 ayat 3 KHI).

3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,
mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali
(pasal 21 ayat 4 KHI).

Berdasarkan urutan di atas, yang termasuk wali agrab adalah

wali dengan nomor urut 1, sedangkan wali dengan nomor urut 2

menjadi wali ab‘ad. Apabila wali dengan nomor urut 1 (ayah, kakek,

dan sampai urutan ke atas) tidak ada, maka wali dengan nomor urut 2

(saudara senasab dan anak laki-laki mereka) menjadi wali agrab, dan

wali dengan nomor urut 3 (paman saudara dari ayah dan anak laki-laki

mereka) menjadi wali ab’ad, dan seterusnya.
b. Wali Hakim
Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya

(umpamanya sebagai penguasa atau gadi) berhak melakukan akad

pernikahan.”! Hak itu didapatnya berdasarkan penyerahan dari wali

nasab atau karena tidak adanya wali nasab menurut cara-cara tertentu.

2! Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figh Madzhab ..., 274.
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Lebih jelasnya, yang dimaksud wali hakim ialah wali yang
ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara.”? Di Indonesia, kepala
negara ialah presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu
menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai
pencatatan nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang
bertugas sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak
ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-
orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.>

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua
calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah
mereka. Orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah
orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu figii-nya terutama
tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.**

Wali muhakkam yang diangkat oleh calon suami atau calon
isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon
suami mengucapkan tahkim, “Saya angkat Bapak atau Saudara untuk
menikahkan saya pada si ... (calon isteri) dengan mahar ... dan putusan

Bapak atau Saudara saya terima dengan senang’. Setelah itu calon

2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Y ogyakarta: Liberty, 2007), 48.

» Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), 97.

2 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.
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isteri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu
menjawab, “Saya terima tahkim ini”> Wali tahkim terjadi apabila:*
1) Wali nasab tidak ada;
2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta
tidak ada wakilnya di situ;
3) Tidak ada gadi atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya
majikannya sendiri. Laki-laki boleh ~menikahkan perempuan-
perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu
rela menerimanya. Perempuan disini, dimaksud terutama adalah hamba

sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.*®

5. Syarat-syarat Wali
Dari semua orang-orang di atas, yaitu baik wali nasab, wali
hakim, wali muhakam, ataupun wali maula baru memiliki hak menjadi
wali di dalam sebuah pernikahan jika semuanya telah memenuhi syarat
sebagai wali. Bagi seseorang yang akan bertindak menjadi wali, ulama

fikih menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:*’

» Syaikhu, dkk., Perbandingan Mazhab Figh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 101.

* M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Hidakarya
Agung, 1996), 49.

o Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedi Hukum Isiam, Cet, Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996), 1337.
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a. Cakap Hukum (Baligh dan Berakal Sehat)

Syarat yang pertama ini mengecualikan kepada anak kecil
dan orang gila. Jadi, anak kecil dan orang gila tidak boleh menjadi wali
nikah. Sebab, anak kecil dan orang gila itu berada di bawah perwalian,
lantaran pandangannya mengenai kemaslahatan dirinya sendiri tidak
sempurna, maka tidak dapat menjadi wali orang lain.

b. Merdeka

Syarat yang kedua ini mengecualikan sifat kebudakan. Jadi,
budak (hamba sahaya) tidak boleh menjadi wali, sebab budak itu tidak
dapat menguasai dirinya sendiri.

c. Muslim

Tidak sah orang tidak memeluk agama Islam menjadi wali
nikah terhadap orang muslim.”® Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa
orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang mukmin, sebagaimana

firman Allah swt. dalam Surat ‘Ali Imran ayat 28 berikut:

P
- - 834 2 /”/95/ ./”‘/ ,‘7,‘"’..5/4
Yio*;/,w‘gjjw;l-&'],«_j‘&/)/‘ ‘Oﬁ;’“’“ P ."'Y
Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang
kafir menjadi walinya, dengan meninggalkan orang-orang
mukmin ”;
d. Laki-laki

Syarat yang keempat ini mengecualikan selain sifat laki-laki.

Jadi, orang perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah,

%% Zain al-Din bin al-Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, (Semarang: Toha Putra, 1992), 99.
% Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figh Madhhab ..., 270.
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berdasarkan hadith yang diterangkan di atas. Wanita tidak boleh
menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri.
Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka
pernikahannya tidak sah.

Tetapi, nampaknya Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi’ah
Imamiyah memiliki pendapat tersendiri yaitu perempuan yang telah
dewasa dan berakal sehat boleh menjadi wali di dalam pernikahan.

e. Adil

Maksud adil di sini adalah wali itu tidak fasik, orang baik-
baik, orang saleh, menghindarkan diri dari berbuat dosa besar dan tidak
sering melakukan dosa kecil atau tidak berbuat munkar.’® Adapun
pengertian lain mengenai adil yaitu bahwa maksud dari adil adalah
orang yang taat beragama kepada Allah swt.’' Keharusan wali harus

adil, sebagaimana hadits yang diterangkan di atas.

B. Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim
Pada dasarnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali
hakim dapat bertindak menjadi wali nikah atau wali hakim digunakan ketika
dalam dua kondisi berikut:**

1. Apabila wali bersengketa.

30 zakiah Drajat, /lmu Figih, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 82.

3 Soemiyati, Hukum Perkawinan ..., 51

32 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 3, (t.t.p.: Tinta Abadi
Gemilang, 2013), 389.
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2. Apabila tidak ada wali (akibat sama sekali tidak adanya wali ataupun
akibat kepergiannya).
Hal ini, sebagaimana telah dinyatakan dalam hadith Nabi saw.
yang diriwayatkan oleh Aishah yaitu:

G0N ety 0BG 1y s o

Artinya: ”Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali
bagi wanita yang tidak mempunyai wali”.

Kata “ishtajaru” yang dimaksud dalam kandungan hadith di atas
adalah penolakan wali untuk mengakad nikahkan anak perempuan yang
berada di bawah perwaliaannya. Oleh karena penolakan wali itu, maka
perwaliannya pindah kepada sultan. Perpindahan perwalian itu kepada sultan
karena larangan wali terdekat kepada wali yang jauh. Itu menunjukkan
bahwa sultan menjadi wali karena tidak ada walinya, atau penolakan wali,
atau seperti keduanya yaitu tidak memiliki wali nasab sama sekali atau wali
berada di tempat yang jauh.”

Bilamana seorang laki-laki yang sekufu’ datang dan perempuan
yang telah baligh rela untuk menikah dengannya, tapi tidak ada wali bagi
perempuan itu misal sang wali bepergian, sedangkan laki-laki ingin menikahi
perempuan tersebut. Maka dalam kondisi ini penguasa (wali hakim)
memiliki hak untuk mengakadkan.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama

atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi

33 Muhammad bin Isma‘il Al-Amir As-Shan‘ani, Subulus Salam, Abu Bakar Muhammad, Jilid III,
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 430.
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calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut
perlu dikritisi, terutama ungkapan “bagi calon mempelai wanita yang tidak
mempunyai wali”. Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah
menjadi “bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang
menurut peraturan tertentu mengharuskan menikah menggunakan wali

hakim”.

Jenis dan Sebab Perpindahan (/ntigal) Wali Nikah

Perpindahan hak perwalian dari ayah kepada yang lain ada dua
kemungkinan. Kemungkinan pertama beralih kepada wali yang jauh sesuai
dengan urutannya, kemungkinan yang kedua adalah beralih kepada wali
hakim.
1. Dari Wali Dekat (Agrab) ke Wali Jauh (Ab ‘ad)

Kemungkinan pertama, beralihnya kepada jajaran wali
berikutnya ditentukan bahwa apabila ayah meninggal dunia, tidak maujud
karena tidak memenuhi syarat sebagai wali seperti sebab gila, bisu, tua
bangka, sampai keadaannya udhur, kafir ataupun murtad.** Jumhur Ulama
memberikan rincian beralihnya wali nikah dari wali agrab ke wali ab‘ad
disebabkan oleh beberapa hal berikut:

Menurut Imam Shafi‘i ada beberapa sebab perpindahannya
yaitu apabila wali agrab-nya kecil (belum dewasa), bodoh, fasik,

berhalangan (udhur), si wali beda agama dengan anak perempuannya,

** Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),

42.
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melakukan perjalanan jauh tanpa mewakilkan ke orang lain, maka hak
perwaliaannya gugur dan berpindah ke wali yang jauh.”> Sedangkan
menurut Imam Hanafi menyatakan beberapa sebab perpindahannya wali
agrab ke wali ab‘ad yaitu apabila wali agrab-nya tidak memenuhi salah
satu syarat seperti merdeka, mukallaf; dan Islam jika perempuannya
muslimah. Menurut Imam Hambali menyatakan apabila wali agrab-nya
masih kecil, kafir, dan budak.*®

Di sisi lain, pada pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam)
menyebutkan empat sebab beralihnya wali nikah dari agrab ke ab‘ad,
yaitu:

a. Apabila wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat
sebagai wali nikah (pasal 20 ayat 1 KHI: muslim, aqil, dan baligh);

b. Apabila wali nikah menderita tuna wicara;

c. Apabila wali nikah menderita tuna rungu; dan

d. Apabila wali nikah sudah udhur.

Dapat dipahami bahwa perpindahan wali dari wali agrab ke
wali ab‘adhanya dapat terjadi karena keadaan wali agrab seperti di bawah
ini:

a. Apabila wali agrab-nya non muslim.
b. Apabila wali agrab-nya fasik.

c. Apabila wali agrab-nya belum dewasa.

> < Abdurrahman al-Jaziri, A/l-Figh ‘Ala Madhahibil Ar-ba’ah, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1990), 41.
*Ibid., 42.
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d. Apabila wali agrab-nya gila.

e. Apabila wali agrab-nya bisu atau tuli.*’
f. Hamba sahaya.

g. Bodoh (kurang akal).

h. Udhur.

i. Sedang ihram.*®

Dari kedelapan sebab 7ntigal (beralih) ke wali jauh sebagaimana
yang penulis uraikan di atas, ada beberapa faktor yang memungkinkan
secara bersamaan intigal itu ke wali ab‘ad maupun ke wali hakim.
Bersamaan atau tidaknya intigal itu ke wali ab ‘ad maupun ke wali hakim,
akan penulis paparkan tersendiri di akhir pada pembahasan bab ini.
Perihal perwalian wali jauh bersama adanya wali dekat, dalam hal ini
terjadi silang pendapat di kalangan imam madhhab, diantaranya:

Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila wanita dinikahkan
oleh wali ab‘ad-nya, sedangkan wali agrab ada, maka sahnya akad nikah
tergantung ada atau tidaknya izin dari wali agrab-nya itu. Terkecuali,
apabila wali agrab-nya masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah
kepada wali ab ‘ad-nya.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila wali ab ‘ad menikahkan
wanita, padahal wali agrab-nya masih ada, maka akad pernikahannya

tetap sah, asal wanita tersebut berkenan atau setuju. Sedangkan Imam

*7 Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat ..., 97.
3 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Figh Madhhab ..., 274.
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Shafi‘i berpendapat bahwa wali ab‘ad (yang urutannya jauh) tidak boleh
menikahkan wanita atau janda, manakala wali agrab-nya ada.*’

Adapun pendapat jumhur ulama yaitu apabila wali ab‘ad (wali
yang urutannya lebih jauh) menikahkan wanita, padahal masih ada wali
aqgrab (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Beda
dengan wali agrab yang kafir atau non muslim, sekalipun secara fisik
keadaannya masih ada, namun tidak dapat bertindak menjadi wali nikah,
oleh karenanya hak kewaliannya berpindah ke wali ab ‘ad.

2. Dari Wali Nasab ke Wali Hakim

Kemungkinan kedua, beralih kepada wali hakim ditentukan
bahwa apabila seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada, atau
masih ada tapi pada urutan yang paling dekat dari jajaran wali nasab itu
ternyata terdapat mani‘, seperti mani‘ akibat wali dipenjara, sedang
ihram, adal, maka hak perwaliaannya tidak beralih kepada wali ab‘ad
(wali jauh), tetapi yang bertindak selaku wali nikah harus wali hakim.*

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun
2005 Tentang Wali Hakim menyatakan sebab-sebab perpindahan wali
nasab ke wali hakim, diantaranya:

a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.

b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.

** Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid II, Imam Ghozali dan A. Zaidun, (Jakarta: Pustaka
Amani, 1995), 376.
40 Achmad Kuzari, Nikah sebagai ..., 43.
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c. Wali nasabnya mafqud.
d. Wali nasabnya berhalangan hadir.
e. Wali nasabnya ‘adal.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri
Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa
Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim
apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak
memenuhi syarat, berhalangan atau ‘adal®' Dari pernyataan tersebut,
“wali nasabnya tidak memenuhi syarat” pada kedua pasal di atas adalah
bilamana jajaran wali nasab baik wali dekat maupun wali jauh kedua-
duanya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian beralih ke
wali hakim, karena yang dimaksud wali nasab adalah wali yang terdiri
dari wali agrab dan wali ab‘ad.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga
menyatakan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan dan Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim di atas, namun redaksinya
berbeda, yaitu: “Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adal atau enggan”*

*! Departemen Agama, Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan, (Surabaya: t.p., 2007), 56.
2 Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI ..., 83.
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Ada sebab-sebab yang lebih rinci dari tiga ketentuan di atas,
yaitu seperti yang dikemukakan Pedoman Figh Munakahat dari Dirjen
Bimas Islam dan Urusan Haji berikut:

a. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya atau tidak
diketahui keberadaannya, atau

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang
sederajat dengan dia sudah tidak ada, atau

d. Wali berada di tempat jaraknya sejauh mushafatul qasri (sejauh
perjalanan yang membolehkan sholat qashar) yaitu 92,5 km, atau

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai,
atau

f. Wali ‘adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk
menikahkan, atau

g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.*

Dalam hal ini, maka yang berhak menjadi wali dalam
pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya
telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.

3. Kesamaan Sebab Perpindahan (/ntigal) Wali Nikah

Dalam tataran ijtihad dan peraturan seputar intigal wali nikah

baik itu ke wali ab‘ad maupun ke wali hakim, memang dimungkinkan

masih tumpang tindih. Bila ditilik lebih dalam lagi, secara umum pada

* Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Figh Munakahat, (Jakarta: t.p., 2000).
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beberapa peraturan seperti (KHI) Kompilasi Hukum Islam, (PMA)
Peraturan Menteri Agama, serta Edaran Dirjen Bimas Islam ditemukan
beberapa faktor yang memungkinkan secara bersamaan intigal itu ke wali
ab ‘ad maupun ke wali hakim, sebagaimana dalam tabel berikut:**

Tabel. 1
Perpindahan (/ntigal) Wali Nikah

No INTIQAL
" | KE WALI AB‘AD KE WALI HAKIM
1. | Non Muslim Tidak mempunyai wali nasab
2. | Fasik Tidak memenuhi syarat (muslim,aqil,baligh)
3. | Belum Dewasa Matqud/ghaib
4. | Gila Berhalangan
5. | Bisu/tuli ‘Adal
6. | Hamba sahaya Tidak mungkin menghadirkannya
7. | Sedang Ihram Menjadi mempelai
8. | Udhur Mashatatul gasri
9. Dipenjara
10. Sedang Thram
11. Anak diluar nikah (zina)

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami secara bersama bahwa
sedapat mungkin 7ntigal pada wali hakim ini adalah jalan terakhir,
sepanjang intigal ke wali ab‘ad benar-benar tidak memungkinkan. Jadi
intigal kepada wali ab ‘ad harus didahulukan setelah tidak ada baru intigal

ke wali hakim.

* Rebut Sugianto, Kelompok Kerja Penghulu (POKJAHULU) Kabupaten Mojokerto, KUA
Kecamatan Puri, 3 April 2013.



